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Motto 
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1. Kedua orang tua tercinta 

2. Adik dan kakak tercinta 
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ABSTRACT 

 
Building Permit License (IMB) is a part of Locally generated revenue 

(PAD). In increasing the PAD through IMB, the Regional Government of Kudus 

Regency issued Regional Regulation Number 15 Year 2015 on the License of 

Building Permit. Levy as a contributor of the original income of Kudus regency, 

must run maximally, this is because of the PAD usedn back to prosper the 

community. The result of IMB Levy in addition to finance the development in 

Kabupaten Kudus, IMB also provides for organizing / controlling and organizing 

the community buildings to be orderly and neatly in accordance with the 

standards of buildings that are habitable and safe for the inhabitants. 

The approach method in this research is empirical juridical, the 

specification in this research is analytical descriptive. In this study use purposive 

sampling. Data collection in this research is by interview or interview and 

literature study and data analysis used is qualitative analysis. 

The results of this study can be seen that in an effort to increase local 

revenue (PAD), especially in the field of Building Permit Permits (IMB) by issuing 

Regional Regulation No. 4 of 2014 on Building Buildings. However, in Perda 

Kudus District No. 4 of 2014 does not regulate "Bleaching" IMB. Regulating 

"Bleaching" for buildings that do not have IMB is expected to increase IMB levy. 

Constraints Integrated Licensing Services Office One Door District Kudus 

(KP2TSP) in implementing Local Regulation No. 15 of 2011 About Retribution 

Permit Building Establishment. The obstacles that arise are as follows, from the 

side of the rule of Regulation No. 4 of 2014 on Building Buildings In Perda 

building does not regulate "Bleaching" against buildings that do not have IMB. 

By bleaching may increase IMB Lack of Human Resources Limitations, Buildings 

do not fit with the image in IMB, Low public awareness of Building Permit, Lack 

of public knowledge, Time and cost, Lack of supervision. Community role in 

Building Permit is required, because Building Permit is directly related to the 

Spatial Plan of the Region and at the same time can increase the Local Original 

Income from the IMB Levy sector 

 

Keywords: Policy of IMB Collection and Local Original Income (PAD) 
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ABSTRAK 

 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan bagian dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan PAD melalui IMB, 

Pemerintah Daerah Kabuparten Kudus mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi sebagai 

penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kudus, harus berjalan dengan 

maksimal, hal ini dikarenakan dari PAD digunakann kembali untuk 

mensejahterakan masyarakat.  Hasil dari Retribusi IMB selain untuk membiayaai 

pembangunan di Kabupaten Kudus, pemberian IMB juga untuk 

mengatur/mengendalikan dan menata bangunan masyarakat supaya tertib dan rapi 

sesuai dengan standar bangunan yang layak huni dan aman bagi penghuninya. 

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, spesifikasi 

dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Dalam penelitian ini menggunakan 

 purposive sampling. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan 

interview atau wawancara dan studi kepustakaan dan analisis data yang digunakan 

yaitu analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan 

pendapatan asli daerah (PAD) khususnya di bidang Retribusi Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Bangunan Gedung. Namun dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 4 

Tahun 2014 tidak mengatur “Pemutihan” IMB. Dengan mengatur “Pemutihan” 

bagi bangunan yang belum memiliki IMB diharapkan dapat meningkatkan 

retribusi IMB. Kendala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kudus (KP2TSP) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah 

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Kendala-

kendala yang muncul yaitu sebagai berikut, dari sisi aturan Perda Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Bangunan Gedung Dalam Perda bangunan gedung tidak mengatur 

“Pemutihan” terhadap bangunan-bangunan yang belum mempunyai IMB. Dengan 

pemutihan dapat meningkatkan Retribusi IMB Keterbatasan Sumber Daya 

Manusia, Bangunan tidak sesuai dengan gambar yang ada dalam IMB, Rendahnya 

kesadsaran masyarakat terhadap Izin Mendirikan Bangunan, Kurangnya 

pengetahuan masyarakat, Waktu dan biaya, Kurangnya pengawasan.Peran 

masyarakat dalam Izin mendirikan Bangunan sangat dibutuhkan, karena Izin 

Mendirikan Bangunan berhubungan langsung dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor 

Retribusi IMB. 

 

Kata Kunci : Kebijakan Pemungutan IMB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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